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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan oleh penulis 

di atas maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Keputusan 

Bupati Kepahiang Nomor 137 Tahun 2011 tentang 

Penataan Lokasi Pedagang Buah-Buahan belum 

berjalan optimal. Hambatan utama muncul karena 

tidak adanya sosialisasi regulasi, lemahnya koordinasi 

antarinstansi, serta ketiadaan solusi penataan yang 

sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi pedagang. 

Dinas terkait tidak menerima salinan resmi maupun 

arahan langsung sehingga pelaksanaan berjalan parsial 

dan tidak terintegrasi. Di lapangan, pedagang pindah 

ketempat yang bukan tempat relokasi seharusnya  

karena alasan relokasi tempat yang disediakan sudah 

berakhir hak guna bangunannya,serta fasilitas lokasi 

alternatif yang tidak memadai, sementara Terminal 

Pasar Kepahiang sebagai lokasi tujuan tidak dapat 

digunakan. Pengetahuan pedagang terhadap regulasi 

juga rendah sehingga kepatuhan kecil. Penertiban 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersifat 

humanis, namun belum dibarengi penyediaan fasilitas 

usaha yang layak. Dengan demikian, keberhasilan 
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penataan pedagang membutuhkan komunikasi 

kebijakan yang efektif, koordinasi lintas sektor, 

penyediaan fasilitas, serta pendekatan partisipatif agar 

tujuan penataan ruang publik yang berkelanjutan dapat 

tercapai. 

2. Berdasarkan tinjauan siyāsah tanfīdzīyah terhadap 

implementasi Keputusan Bupati Kepahiang No. 137 

Tahun 2011 tentang Penataan Lokasi Pedagang Buah-

Buahan di Pasar Kepahiang, dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan secara 

optimal. Meskipun pemerintah daerah telah 

menetapkan aturan lokasi berjualan serta melibatkan 

berbagai instansi terkait, implementasi di lapangan 

masih menghadapi berbagai kendala seperti 

kurangnya sosialisasi, lemahnya koordinasi 

antarinstansi, serta ketidaksiapan infrastruktur pada 

lokasi relokasi yang disarankan. Kondisi ini 

menyebabkan banyak pedagang kembali berjualan di 

trotoar dan bahu jalan karena lokasi baru dinilai 

kurang strategis dan tidak mendukung keberlanjutan 

ekonomi mereka. Dari perspektif siyāsah tanfīdzīyah, 

kebijakan ini menunjukkan adanya komitmen 

pemerintah untuk menjaga ketertiban umum dan 

mewujudkan kemaslahatan publik. Namun, 

implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan 
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prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islam, yaitu 

amanah, keadilan, dan musyawarah. Prinsip amanah 

belum terlaksana secara sempurna karena lemahnya 

pengawasan dan masih adanya pembiaran terhadap 

pelanggaran. Prinsip keadilan juga belum terpenuhi 

karena penindakan hukum yang tidak konsisten dan 

belum menyentuh seluruh pedagang secara merata. 

Selain itu, prinsip musyawarah kurang diterapkan 

karena pedagang merasa tidak dilibatkan dalam proses 

perumusan maupun pelaksanaan kebijakan penataan. 

Dengan demikian, agar kebijakan penataan pedagang 

buah-buahan ini lebih efektif dan sejalan dengan 

prinsip siyāsah tanfīdzīyah, pemerintah perlu 

meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kebijakan, 

memperkuat koordinasi antarinstansi, menyediakan 

sarana pendukung yang memadai, serta 

mengedepankan pendekatan partisipatif yang 

melibatkan pedagang dalam setiap tahapan kebijakan. 

Langkah-langkah tersebut penting untuk mewujudkan 

penataan ruang publik yang berkeadilan, 

berkelanjutan, dan memenuhi nilai-nilai kemaslahatan. 
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B. Saran 

1. Pemerintah Kabupaten Kepahiang perlu memperkuat 

koordinasi antarinstansi dan meningkatkan sosialisasi 

kebijakan secara berkelanjutan kepada pedagang. Upaya 

ini penting untuk menyamakan langkah dalam 

pelaksanaan penataan serta meningkatkan pemahaman 

dan partisipasi pedagang dalam proses relokasi. 

2. Pemerintah juga perlu menyediakan lokasi relokasi baru 

yang layak dan strategis, mengingat Terminal Pasar 

Kepahiang tidak lagi dapat digunakan. Penataan ulang 

harus didukung fasilitas memadai serta penegakan aturan 

yang persuasif, adil, dan partisipatif sesuai prinsip siyāsah 

tanfīdzīyah, sehingga ketertiban publik dapat tercapai 

tanpa mengabaikan kesejahteraan pedagang. 
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